PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP WANPRESTASI
PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA BERUPA UPAH
LEMBUR DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU I11 KUH PERDATA (BW)
BAB VIIA PERJANJIAN KERJA UNDANG - UNDANG NO. 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1
angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang  Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan,
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antar para
pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri atas pengusaha,
pekerja/buruh dan pemerintah.

Salah satu permasalahan yang timbul berkenaan dengan perlindungan
hukum bagi para pekerja adalah terkait kewajiban perusahaan dalam memenuhi
hak-hak pekerja terutama pembayaran upah dari jam lembur yang diberlakukan
sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan menimbulkan
indikasi wanprestasi yang dilakukan perusahaan. hal ini berakibat pada
kekhawatiran dari pihak pekerja kontrak jika perusahaan mengabaikan
kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan dari proses mediasi tidak bisa
diproses secara hukum, karena hasil kesepakatan tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum yang pasti seperti terkasit permasalahan kekuatan hukum dari
nota kesepakatan hasil mediasi antara perwakilan pekerja kontrak dengan PT X
Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini
adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknis
pengambilan data wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Adapun
sumber data primer terdiri dari data hasil wawancara dan Undang - Undang
Nomor 13 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan
KUHPerdata, sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku yang relevan serta
dokumen perusahaan lainnya sebagai landasan dalam menganalisa proses
penyelesaian sengketa antara Pekerja Harian Lepas dengan PT X.

Simpulan dari penelitian ini adalah Penyelesaian sengketa antara Pekerja
Harian Lepas dengan PT X akibat wanprestasi yang dilakukan perusahaan telah
sesuai dengan Buku Il BW Bab VIIA tentang Perjanjian Kerja dan Undang -
Undang Ketenagakerjaan karena kedua aturan tersebut mengatur secara materil
yang bersifat umum. Kemudian pemenuhan hak-hak normatif Karyawan kontrak
Harian Lepas atau para karyawan kontrak di PT X telah diatur melalui keputusan
hasil mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang sesuai
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dengan aturan dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Hubungan Industrial .

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Hak
Buruh.
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WORK LAW PROTECTION OF CORPORATE TRANSACTIONS IN
THE FULLFILLMENT OF WORKERS RIGHTS IN THE FORM OF
OVERTAGE WAS CONNECTED WITH BOOK 11l KUH PERDATA (BW)
CHAPTER VIIA OF WORK AGREEMENTS IN THE LAW OF NO. 13 OF
2003 ON EMPLOYMENT

ABSTRACT

Based on Law No. 13 of 2003 in chapter 1 Article 1 point 1 states that,
employment is all things related to labor at the time before, during and after the
work period. -In this case, in accordance with Article 1 point 2 of Law Number 13
Year 2003 concerning Manpower, what is meant by Labor is any person who is
capable of doing work to produce goods and / or services both to meet their own
needs and for the community. And, industrial relations is a system of
relationships formed between actors in the process of producing goods or services,

which consists of entrepreneurs, workers / laborers and the government,

One of the problems that arise with regard to legal protection for workers
is related to the company's obligation to fulfill workers' rights, especially the
payment of wages from overtime hours which are enforced, as the result of the
agreement in the mediation that was carried out gave an indication of default by
the company. this results in concerns of contract workers if the company ignores
its obligations in accordance with the results of the agreement from the mediation
process can not be legally processed, because the results of the agreement do not
have a definite legal force such as the legal force issues arising from the
memorandum of agreement mediation results between representatives of contract

workers with PT X Bandung Regency.
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The research method used in the preparation of this study is a normative
juridical approach using technical data collection interviews, observation,
documentation and literature study. The primary data sources consist of interview
data and Law Number 13 of 2003, Law Number 2 of 2004 and the Civil Code,
while secondary data consists of relevant books and other company documents as
a basis for analyzing the dispute resolution process between Daily Freelance

Worker with PT X.

The: conclusion of this research is the settlement of disputes between
freelance daily workers and PT X due to default by the company in accordance
with Book 11l BW Chapter VIIA concerning Work Agreements and Manpower
Laws because the two rules regulate general material. Then the fulfillment of the
normative rights of freelance daily contract employees or contract employees at
PT X has been regulated through a mediation decision by the Bandung Regency
Manpower Office in accordance with the rules in Law Number 2 of 2004

concerning the Settlement of Industrial Relations.

Keywords : Employment, Industrial Relations and Labor Rights.
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